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Book Reaieu

Determinisme Soeharto dan

Masa Depan Orde Baru

R. Villiam Liddle, Leadership and Culture in Indonesian Politics

(Sydney: Allen & lJnwin, 1996),v + 314 halaman (plus indeks).

Abstractz Leadership and Culture is a collection of Liddle\ articles

which had been published in sorne journals and books. Written over the

course of 08a-D93, these articles uere classified into tuo rnain thernes.

The first tbeme consists of four articles investigating the kE factors be'

hind the success of the Neu Order regime in defending its power' The

second theme, uhich consists of six articles, is designed to look at the fu-
ture of tbis regirne, especially in its relationship with the cbangingpoliri'
cal clirnate and the agenda of democratization'

Tltis classification is not only based on therne consideration but is also

cbronological. As rnentioned in the "lntroductian", the initial classifica-

tion also signifies the sbift of its author's subiect interest over tuao dffirent
periods. The first period is represented by articles written during 1985-

1991 in uhich the author's interest was mostly focused on building 4 theo'

retical explandtion of the nature of the Neu Order regirne. Tbe second

period, uhich rnanifests in the articles published during 1992'1996, ad-

dressu the author's dttention shift to the exploration ofthe future of tbis

regirne.

Although Leadership and Culture represents tuo dffirent thetnes,

all articles in this book represent the author's consistenqt in holding on

one finn theoretical foundation. Liddle departs from culrural approach

and perspectit;e which make Suharto, the Neu Order\ president, a deter-

rniningfactor. Therefore,Leadership and Culture dryedrsto be the most

appropriate title for this collection ofarticles.

The firstfour articles under the chapter of 'suharto's Indonesia" ntain ly

explain Liddle\ t;ieu of the New Order. He makes auide range of expla'

n ati o n s of S uhart o \ supb capabi I itie s in po I it ic a I r n an age r n en t, an d c o m e s

to tbe conclusion tbat the New Order is basically aforrn of personal power

rnodel. It makes use ofrepression andrnaterial resources as effective Tneans
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of supponingpolitical elites, and institutionalization ofpolirics as a method
of rninirnizing political hindrances. Thb model does not resub in the es-

tablishrnent of strongpolitical institutions, but instead destroys the exist-
ing independent institutions, such as party politics. Thus, the Neu Order
regirne deaeloped out of a situation in uhich a strongparty system did not
exi st. A s a c o n se que n c e, th e w eakn e s s of the par ry systern eu en tudl ly s trm gth -

ens the President's power in conductinghis pragmatic econornic programs.
Liddle holds the opinion that political culture is an effectitse tool for

und.ersundingthe NeuOrder. Especially in '?olitics and Cuhure" (Chap-
ter 3), he describes the compatibility betueen the existing rnainstearn of
Indonesian political culture and the project of constructing dn authoritar-
ian goaernrrtent. Related to the presidenq institution, Liddle be/ieves that
tbefuture of Indonesian politics will be dominated by the president in the
nain. In The Relative Auronomy" Liddle givesfurtherexplanation that
Suharto has been in full control oftbe overall political instrurnents,prag-
rnatic econornic projects, ideology and political culture, as utell as politi-
cal patrimonialism.

Liddle's tendenqt to dryly 'subarto deterrninisrn'has been successful
i n e xp I ai n in g rh e fi r s t tw o de c ade s of S uh art o \ pre s i de n cy. IJ n fo r tun ate I y,
such an approacb tends to simpltfy other sociological aariables uhen it is
also applied in understandingconternporary Indonesian politics. In other
w,ords, describing Suharto as a powerful political figure is certainly not
debatable; but considering all sociological processes to be detennined by
hin personally is indeed a problem.

Tlte last eight years of Indonesian politics haoe been colored by the
decrease of public tolerance touards econornic and political injustices. Tltis
has been rnanifested in the progresirte unrest and rnoaernents sucb as tbe
ones launched by laborers, peasdnts, ferninists, universiry students, non-
go'uernment organizations and so forth. Given that these phenomena could
not push tbe regime to givingsome sort of concession, technologicalfac-
tors (scarciry)would cerainly turn the situation the other uay round; the
reginte could only defend its regulating capabiliry, but not its extracting
capability.

Liddle's insistence in believing in 'suharto deterrninisyn' is a/so ap-
parent in his oiew of the Islam-Sate relationsbip. Many Indonesianiits
believe tbat the close relationship betueen the state and tbe Muslim corn-
rtuniry indicates the success of tbe so-called'substantiaist'Muslirns over
the 'scripturalist' ones. Liddle, how,euer, fuliet;es that such a closeness rnerely
indicates a sbirt in Suharto's political basis -instead of the reait,al of po-
litical Islarn- as his relationsbip uitb the Anny\ elite deteriorates.
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((f\ residen Suharto dari Indonesia, yang hampir-hampir tak diper-

f 
/ hatika.r dan yang telah dinilai kurang pada tempatny^, nyata-

r nva telah membuat seiarah."l Kalimat dari O.G. Roeder ini
menggambarkan dengan baik posisi Suharto dalam apresiasi para Pen-
gamat tentang Indonesia Orde Baru. Pada mulanya, ketika Suharto
baru muncul ke pentas kepemimpinan Orde Baru di penghu.iung 1960-

an, nyaris tak ada yang memperhitungkannya. Namun satu dasa warsa

setelah itu, para pengamat mulai bersepakat bahwa Suharto dengan

cepat telah membangun kekuasaan secara bermakna dan menjadi hulu
dari proses ekonomi politik Orde Baru.2

Perjalanan kepemimpinan Suharto dari "tak diperhitungkan"
menjadi "faktor sangat penting" itu dapat digambarkan ke dalam
empat babak. Babak pertama dimulai dari kemunculan Suharto se-

bagai tokoh terpenting penumpasan Gerakan 30 September 1965 hing-
ga episode politik Malari (Malapetaka 15Januari 1974). Dalam babak
ini Suharto adalah "tokoh yang tak dikenal dan kurang diperhi-
tungkan". Berbeda dengan Sukarno yang segera setelah dipilih men-
jadi Presiden pertama Indonesia Merdeka diterima publik secara ge-

gap gempita sebagai pemimpin nasional yang piawai (capable),Suhar-

to nyaris dipandang sebelah mata. Ini mudah dipahami mengingat
dalam babak ini Suharto memang masih ada dan menjadi bagian dari
kekuatan kolektif militer; belum menjadi aktor politik yang mandi-
ri. Keberada^nnyaditerima lantaran ia ada dalam kolektivitas militer
itu, bukan lantaran kapasitas politik pribadinya seperti Sukarno.

Peristiwa Malari kemudian membuktikan bahwa posisi politik
seperti itu riskan bagi Suharto.3 Di satu sisi, blok kekuasaan negara

yang dibangunnya dengan mudah bisa goyah tanpa adanya kekuatan
politik utama yang mengendalikan pertarungan-pertarungan di dalam

blok itu-sebuah kekuatan politik yang berfungsi sebagaimana halnya
Sukarno dalam Demokrasi Terpimpin. Di sisi lain, posisi Suharto
sendiri rapuh dan mudah digoyahkan oleh manuver-manuver poli-
tik yang dilatari ambisi para jenderal di sekelilingnya. Pertarungan
Ali Moertopo - Soemitro yang kemudian terekspresikan menjadi huru
hara Malari membuktikan dua sisi krusial itu.

Segera setelah Malari, masuklah kepemimpinan Suharto pada ba-

bak kedua: rekonsolidasi Orde Baru. Suharto mulai menyeleksi
kembali secara ketat penghuni lingkaran kekuasaan di sekelilingnya
sambil menegaskan bahwa proses politik berada di bawah pengen-
daliannya secara penuh.a Penyingkiran lawanlawan politik di luar
blok kekuasaan negara serta lawan-lawan politik potensial di dalam
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blok kekuasaan negara digiatkan oleh Suharto dalam kerangka
rekonsolidasi rezim. Masa antara Malari sampai dengan akhir L970-

an adalah masa-masa transisi sosok politik Suharto. Ia yang tadinya
terkolekti{kan di dalam kekuatan politik militer mulai mencuat ke
atas, menentukan kemandiriannya sebagai kekuatan politik tersendiri.

Musayawarah Nasional (Munas) II Golongan Karya (Golkar), t928,
di Denpasar, menandai keberhasilan Suharto keluar dari kolektifitas
militer dan menjadi kekuatan politik yang lebih mandiri. Dalam
Munas tr Golkar ini Suharto berhasil menjadikan Dewan Pembina
Golkar-terutama Ketuanya-sebagai organ paling penting, pemilik
kekuasaan riil dalam Golkar.s Maka semenjak itu; terkumpullah tiga
sumber kekuasaan pada Suharto: Mandataris Majelis Permusyawa-
ratan Rakyat (lvIPR) yang mengendalikan eksekutif secara penuh; Pangli-
ma Tertinggi angkatan bersenjata; dan Ketua Dewan Pembina Golkar
yang memiliki kekuasaan tertinggi dan paling riil dalam Golkar.

Kekuasaan sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar menjadi pe-
lengkap sumber kekuasaan Suharto yang penting karena membuka
akses langsung ke penguasaan kebijakan legislatif sekaligus memberi-
nya kaitan legitimxi langsung dengan massa mayoritas mutlak Golkar.
Masa antara akhir 1978 hingga akhir 1980-an pun dapat dipandang
sebagai babak ketiga kepemimpinan Suharto ketika Suharto sudah
berhasil membangun dan mengakumulasikan kekuasaan pada diri-
nya sampai pada taraf. bahwa ia lah pengendali proses politik nyaris
sepenuhnya. Dalam posisi ini Suharto menjadi penenru (determinan)
dinamika blok kekuasaan negara sekaligus dinamika Orde Baru. Po-
sisi itu makin dikuatkan dengan keluarnya paket Undang-undang
Pembangunan Politik 1985 yang memformalkan struktur politik Orde
Baru sekaligus memberinya basis ideologi kolektif Pancasila.

Babak keempat kepemimpinan Suharto kemudian harus dimasuki

- ulai akhir 1980-an hingga sekarang-sejalan dengan makin menua-
nya usia Suharto, menggiatnya proses aliansi dan realiansi dalam blok
kekuasaan negara di atas kesadaran mengenai "suksesi sebagai keharus-
an sejarah', dan desas-desus mengenai terjadinya keretakan di dalam
blok kekuasaan negara Orde Baru, terurama di tubuh militer.Inilah
periode politik yang ditandai oleh kedekatan simbolik 

^nrarasuhar-to dan klam, yang penjelasan-penjelasan tenrangnya masih terus di-
cari dan dibuat hingga hari ini.

Terlepas dari perdebatan yang belum selesai mengenai babak terak-
hir kepemimpinan Suharto itu, pada akhirnya fakta bahwa Suharto
adalah variabel sangat penting dalam Indonesia Orde Baru adalah fakra
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yang sulit dipungkiri. Bahkan signifikansi variabel Suharto ini ter-

bukti konstan sepanjang dua setengah dasa warsa terakhir Orde Baru.
Dalam kancah studi Indonesia yang dilakukan oleh pengamat asing
(Indonesianist), fakta itu membawa serta dua hal. Pertama, lantaran
kepiawaiannya mempertahankan kekuasaan dalam rentang waktu
yang panjang-secara tak terduga dan relatif tanpa gangguan berarti

-Suharto berhasil mengecoh par a In donesianist yangsecara terburu-
buru membayangkan " the end of Suharto \ era." atav " the end of Suhar'

to\ pouer . Kedua, kemunculan Suharto sebagai pengendali Indone-
sia Orde Baru telah "menjebak" para Indonesianist padasatu pilihan:
memperhitungkan Suharto dalam studinya atau membuat studi mere-

ka sia-sia.
Kesadaran akan signifikansi variabel Suharto itulah yang tampak

dalam studi-studi yang dilakukan R. \flilliam Liddle, salah seorang
Indonesianist ternama, sepanjang lebih dari tiga dasa warsa pegelutan
intelektualnya dengan Indonesia. Dengan memperhitungkan bahwa
Suharto tidak saja penting namun juga menentukan, Liddle-Profe-
sor di Ohio State University, Columbus, Ohio, Amerika Serikat-
bahkan kemudian mengembangkan sebuah pendekatan dalam studi
Indonesia: determinisme Suharto. Pendekatan inilah yang segera ter-
baca dari Leadership and Cuhure in Indonesian Politics-selanjutnya
disebut kadusbip and Cubure-yang hendak kita diskusikan ini. Akan
terlihat nanti bahwa determinisme Suharto yang dipakai Liddle me-
mang berhasil menjelaskan Orde Baru dalam banyak hal, namun juga

mengidap sejumlah persoalan.

Hakikat Orde Baru
Leadersbip and Cuhure adalah kumpulan artikel Liddle yang sebe-

lumnya tersebar di sejumlah penerbitan (urnal dan buku). Artikel-
artikel itu, ditulis antara t984-I993, dipilah ke dalam dua kelompok
bahasan. Kelompok pertama, terdiri dari empat artikel, menggeledah
faktor-faktor di belakang sukses Orde Baru mempertahankan diri
dalam rentang waktu yang panjang. Kelompok kedua, terdiri dari
enam artikel, menelusuri masa depan Orde Baru, membaca peluang-
peluang perubahan politik yang tersedia terutama dalam kerangka
demokratisasi.

Peinbelahan tersebut tidak hanya bersifat tematis namun juga kro-
nologis. Sebagaimana diakui Liddle dalam pendahuluan, pembelahan
itu menandai perubahan perhatian Liddle dalam dua periode kajian.
Dalam periode pertama, diwakili oleh artikel yang dipublikasikan
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antara 7985-1991, perhatian Liddle tertuju pada upaya membangun

format penjelasan mengenai hakikat Orde Baru. Dalam periode ke-

dua, diwakili oleh artikel yang dipublikasikan antara 1992-t99 6, Lid-
dle mulai mengalihkan perhatiannya ke Penggambaran agenda dan

kemungkinan perubahan politik Orde Baru di masa depan.

Sekalipun mewakili dua fase perhatian, keseluruhan studi yang

dihimpun dalam Leadership and Cuhure menggambarkan konsistensi
Liddle untuk bertahan pada satu titik pijak: pendekatan kultural yang

dipengaruhi tradisi dan paradigma modernisasi, dan perspektif yang
menempatkan kepemimpinan Suharto yang kuat sebagai variabel
determinan.6 Dalam kerangka ini, Leadership and Culture meruPa-

kan judul yang sangat tepat untuk kumpulan tulisan ini.
Empat artikel pertama dalam buku ini memetakan pandangan

Liddle mengenai hakikat Orde Baru. "Suharto's Indonesia" (Bab 1)

meletakkan dasar pemahaman Liddle tentang Orde Baru terutama
dengan mempertimbangkan faktor kemampuan manajemen politik
Suharto yang luar biasa. Dalam kerangka ini, Liddle melihat Orde
Baru sebagai sebuah model kekuasaan personal. Model kekuasaan

ini, dengan memanfaatkan represi dan rezeki minyak sebagai per-

lengkapann ya yang efektif, menj alankan institusionalisasi politik
untuk meminimalisasi hambatan-hambatan politik yang datang dari
masyarakat.

Yang didatangkan kemudian bukanlah terbentuknya institusi-insti-
tusi politik yang kuat melainkan sebaliknya. Partai politik, misal-

nya, alih-alih menjadi kekuatan emanajemen transisi dari pretorian-
isme ke pemerintahan yang lebih memberi peluang sipil untuk ber-

peran, justru mengalami kehancuran. Orde Baru pun tumbuh di atas

ketiadaan sistem kepartaian yang kuat. Lemahnya sistem kepartaian
ini ikut menyokong pembesaran kekuasaan Presiden dan mengaman-

kan pilihan-pilihan kebijakan ekonomi pragmatis yang dijalankan
rezim.

'The Politics of Shared Growth" (Bab 2) kemudian memperkuat
basis pemahaman Liddle mengenai Orde Baru dengan memberi per-

hatian pada politik beras atau politik logistik. Bahwa berbeda de-

ngan Sukarno yang abai pada kebutuhan ekonomi subsistensi rakyat-
nya - di kemudian hari pengabaian ini terbukti efektif untuk menum-
bangkan Sukarno - Orde Baru di bawah Suharto menempatkan pe-

menuhan kebutuhan ekonomi subsistensi rakyat sebagai prioritas.
Politik beras atau politik logistik kemudian menjadi penyokong pen-

ting bagi bertahannya otoritarianisme Orde Baru.
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'Politics and Culture" (Bab 3) merupakan penggambaran Liddle
mengenai pentingnya budaya politik dalam memahami Orde Baru.
Di sini yang diperlihatkan Liddle adalah kompatibilitas antara nmin-
stream budaya politik yang berkembang dengan proyek-proyek pem-

bentukan pemerintahan otoritarian. Dikaitkan dengan iembaga Pres-

iden, Liddle menilai bahwa masa depan sistem politik akan tetap ditan-
dai oleh dominasi presiden abangan.

Jika "Politics and Culture" merupakan penegasan tentang penting-
nya budaya politik untuk memahami Orde Baru-"Adalah sulit bagi
pengamat asing yang mengkaji Indonesia untuk menolak pandangan

bahwa kultur memiliki pengaruh penting terhadap periiaku," tulis
Liddle (h. 10)-"The Relative Autonomy" (Bab 4) merupakan pene-

gasan pilihan determinsime Suharto yang diambil Liddle. Di sini Lid-
dle menjelaskan bahwa-dengan segenap perlengkapan politik yang
dikuasainya, pragmatisme pembangunan ekonomi yang dijalankan-
nya, ideologi dan budaya politik yang melatarinya, serta patrimoni-
alisme yang mendasari sistem politik-Suharto menjadi pengendali
sepenuhnya dalam negara. Dengan itu, Liddle menolak teori otonomi
ralatif negara bagi Orde Baru, dan menawarkan pendekatan yang lebih
menekankan kekuasaan personal (dalam negara).

Dalam pemahaman Liddle, Orde Baru adalah satu model yang khas
dengan sejumlah cirinya. Pertama, memahami Orde Baru hanya bisa

dilakukan dengan melacak ideologi developmenalisme yang dikem-
bangkannya dan kemudian dijadikan dasar legitimasi rezim. Kedua,
represi dijadikan perlengkapan kekuasaan yang utama dan efektif
untuk menciptakan stabilitas politik guna mengamankan proyek-
proyek ekonomi liberal dan pragmatis. Ketiga" peran politik militer yang
luas telah dijalankan semenjak awal untuk mengawal deaeloptnenulis-

rne.Keempat, tercapainya sukses ekonomi yang berimplikasi pada rela-
tif terbentuknya keabsahan-pragmatis bagi langkah-langkah politik
rezim. Kelima, di atas segalanya, perjalanan Orde Baru dalam dua
dekade awal-massayang dikaji Liddle dalam empat artikel pertama
Leadership and Culture - mempertontonkan kapabilitas politik Su-

harto yang luar biasa dalam melakukan manajemen politik.

Determinisme Suharto dan Masa Depan Demokrasi
Menurut Liddle, Orde Baru sebetulnya memiliki persyaratan teori-

tis yang cukup untuk mengalami kehancuran. Yakni, hampir tiadanya
sarana artikulasi kepentingan masyarakat akibat lemahnya partai
politik dan organisasi kepentingan; dan terlampau diandalkannya
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koersi sebagai alat utamauntuk memecahkan masalah. Namun dalam

praktiknya, persyaratan teoritis itu hanya memadai secara episte-

mologis namun tidak tergambar di level praksis. Orde Baru ternyata
bisa bertahan dalam rentang waktu yang panjang.

Empat tulisan Lidde pada bagian pertama Leadership and Cubure
memberikan iawaban atas pertanyaan itu; sementara enam tulisan
pada bagian kedua mencoba melangkah ke penggambaran masa depan

pasca-Suharto. Yang menjadi mata rantai dari dua bagian tersebut

adalah perspektifnya: determinisme Suharto. Baik ketika menjelaskan

hakikat Orde Baru, tatkala menjelaskan faktor-faktor yang membuat
Orde Baru punya nafas panjang, maupun sewaktu membayangkan
wujud masa depan, Liddle bertumpu pada penting dan menentu-
kannya variabei Suharto.

Liddle membangun determinisme Suharto-nya melalui emPat ar-

tikel pada bagian pertama Leadership and Cuhure, terutama "Suhar-
to's Indonesia" dan "The Relative autonomy". Inilah format penjelas-

an Liddle untuk Orde Baru yang kemudian dipergunakannya secara

relatif konsisten sepanjang Leadership and Culture.
Ketika determinisme Suharto dipakai Liddle untuk memetakan

kemungkinan transisi menuju demokrasi, yang tergambar adalah

pesimisme. Secara umum pesimisme Liddle berakar pada kekuku-
hannya untuk menilai semua variabel berhulu pada Suharto, terma-
suk variabel-variabel sosiologis. Menggambarkan Suharto sebagai

sosok yang amat berkuasa tentu saja tidak debaable; tapi menilai se-

luruh proses sosiologis bermula darinya jelas bermasalah.T

Dalam manggambarkan dua dekade awal Orde Baru, pemakaian
determinisme Suharto kelihatannya tidak mengundang banyak per-

soalan. Namun dalam menggambarkan Orde Baru kontemporer, ter-
lebih-lebih dalam membayangkan masa depan Orde Baru, pendekat-
an yang Suharto deterministik itu bukan tanpa masalah. Sejumlah
variabel menjadi kurang memperoleh aksentuasi yang layak dalam
studi Liddle.

Pertama, dalam delapan tahun terakhir, perkembangan Orde Baru
ditandai oleh gejala turunnya secara dramatis toleransi publik ter-
hadap praktik ketidakadilan ekonomi dan politik. Maraknya gerak-

an buruh, petani, feminis, konsumen, mahasiswa, organisasi non-pe-
merintah, adalah beberapa indikasi yang penting dari turunnya
toleransi publik itu. Pelbagai kerusuhan sosial yang terjadi secara

bergelombang dua tahun terakhir ini merupakan bukti dari terus
berjalannya gejala itu.
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Turunnya toleransi publik terhadap praktik ketidakadilan
ekonomi dan politik itu merupakan variabel yang cukup penting
dalam memahami Orde Baru kontemporer serta membayangkan masa

depannya. $etul bahwa negara tetap merupakan kekuatan hegemon-
ik-dan menurut Liddle direpresentasikan oleh hegemoni Suharto-
namun desakan-desakan publik akan membuat di masa depan negara
harus memberi ruang yang makin luas bagi artikulasi kepentingan
publik. Jika tidak, instabilitas merup akanbayarannya. Dalam kerang-
ka ini, pelajaran Myanmar berharga untuk dipelajari. Bahwa represi
yang konstan dan ketiadaan ruang politik bagi publik menjadi per-
soalan yang makin besar dan mengancam stabilitas pemerintahan,
politik, dan rezim.

Kedua, kesinambungan politik logisltik Suharto bisa rerancam,
terutama bukan oleh faktor politik melainkan oleh faktor teknologi.
Sekalipun secara politik, sistem politik tetap tinggi kapabilitas regu-
latifnya, pada saat sama sistem politik mengalami penurunan kapa-
bilitas ekstraktif. Termasuk dalam soal itu adalah keterbatasan pa-
ngan, kerusakan lingkungan, krisis air, dan lain sebagainya, yang di
masa datang akan menjadi persoalan serius. Muaranya adalah keter-
batasan teknologi dalam memenuhi kebutuhan subsistensi rakyat.

Politik Islam
"Kebangkitan politik hlam"-rerma yang ditolak Liddle-adalah

topik terakhir yang dibahas Liddle melalui "Media Dakwah Scrip-
turalism: One Form of Islamic Political Thought and Action in New
Order Indonesia." Dalam artikel ini Liddle memilah kekuatan Islam
ke dalam substansialis dan skripturalis.

Mencermati bahwa dinamika Islam di Indonesia ditandai oleh
kemunculan kaum substansialis-yang roleran, inklusif dan bersikap
realistis dalam hubungan antaraklam dan negara-Liddle optimisrik
mengenai revitalisasi umar. Namun Liddle terjatuh ke dalam pesi-
misme ketika mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan poli-
tik yang menopang keberlangsungan kreati.riras kaum subsransialis.
'Optimisme yang pesimistik" inilah yang dapat dipahami sebagai sikap
Liddle mengenai politik Islam Orde Baru kontemporer.

Menurut Liddle, Orde Baru lebih akomodatif pada pikiran substan-
sialis ketimbang skripturalis karena berbeda dengan kalangan skrip-
turalis yang masih memelihara aspirasi negara Islam, kaum substan-
sialis tidak meninggalkan aspirasi itu. Karena itu Orde Baru, rerura-
ma militer yang menjadi tulang punggungnya, tidak punya keberat-
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an mengakomodasi asPirasi kalangan substansialis. Dengan .iargon
"Islam *es, Partai Islam No" yang diintrodusir Nurcholis Madjid,

politik kaum substansialis pun didukung gerak kreativitasnya oleh

brde Baru. Sebaliknya, kalangan skripturalis direpresi lantaran di-

anggap mengancam.
Mengingat hubungan dekat kalangan substansialis dengan negara

itu Liddle pun tidak menaruh harapan pada kalangan substansialis

ketika membayangkan perubahan politik Orde Baru pasca-Suharto.

Sebaliknya, kalangan skripturalis dinilai Liddle sebagai potensi pe-

rubahan yang harus diperhitungkan. Liddle menulis:

"At least three factors push in the other direction, however, toward a

strengthening of scripturalist influence, particularly if a more open political

clirnate follows the Suharto presidency. These are the easier accepability of

scripturalist doctrines ro many Indonesian Muslims, the possibility of polit-
ical alliances with other rising social groups, and the desire of ambitious

politicians to build a mass support base." (h. 280).

Tiga faktor yang menurut Liddle bakal menandai signifikannya
kekuatan kalangan skripturalis itu-akseptabilitas kebanyakan kaum

Muslim Indonesia pada pikiran skripturalis, kemungkinan aliansi-

aliansi politik dengan kelompok-kelompok sosial lain, dan keingi-
nan para politisinya yang ambisius untuk membangun basis massa-

bakal menandai interaksi antara Islam dan negara pasca-Suharto'

Namun begitu Liddle juga menunjukkan bahwa perkembangan
kekuatan kaum skripturalis itu bakal terhambat oleh tiga komunitas:
kaum abangan yang sekalipun semakin terkikis masih tetap vital, santri

tradisionalis yang tetap akomodasionis, dan kalangan modernis yang

terdiri dari kaum substansialis dan sayap skripturalis sendiri.

Tampaknya pengharapan Liddle terhadap peranan kalangan

skripturalis di masa depan harus diuji kembali. Sejauh ini kaum

substansialis jauh lebih peduli pada krisis-krisis empirik di bidang

sosial, politik, dan ekonomiyangdihadapi sistem politik dan masya-

rakat Orde Baru, ketimbang skripturalis. Benar bahwa pada tingkat
teologi, kaum skripturalis masih memahami hubungan Islam dan

negara dalam perspektif ketegangan masa lalu, namun dalam tataran

praksis kritisme atau a-politisme kerap menjebak mereka untuk tidak
kritis menghadapi pesan-pesan simbolik Presiden atau negara.

Yang terjadi kemudian adalah hubungan membingungkan antara

substansialis - negara - skripturalis. Aspirasi teologi kaum substansialis

diakomodasi oleh negara. Sementara kebijakan dan regulasi sosial-

St udi a Isl am ilea. Vol. 1. No. 2, 1997



198 Boob Rerieu

ekonomi-politik dari negara (belakangan ini) kerapkali lebih bisa di-
terima oleh kaum skripturalis ketimbang substansialis, sekalipun as-

pirasi teologi skripturalis tidak akomodatif dengan negara. Ini meme-
takan seolah ada sesuatu yang hilang dalam kaitan antarasikap teolo-
gi dengan sikap politik kaum skripturalis. Persoalan inilah yang dia-
baikan Liddle, padahal ini jauh lebih serius ketimbang hambatan
politik bagi skripturalis dari tiga komunitas yang dicatat Liddle.

Selain menggambarkan posisi kaum substansialis dan skripturalis,
melalui "Media Dakwah Scripturalism", Liddle juga menunjukkan
pemahamannya mengenai hubungan antara Islam dan negara 1990-

an dengan perspektif McVey bahwa Islam sekedar sebagai "paiu" yang
dimanfaatkan Negara di awal Orde Baru.8 hlam bersifat instrumental
bagi militer dan Orde Baru. Ia bisa dibutuhkan untuk menghantam
komunis di masa Demokrasi Terpimpin, dimanfaatkan kembali sesaat

untuk menarik dukungan awal bagi Orde Baru yang baru tumbuh;
dan disingkirkan ketika manfaatnya sudah terkikis oleh keberhasil-
an militer dan Suharto membangun basis politik yang kuat.

Dalam kerangka itu, bagi Liddle, kebangkitan politik Islam ada-

lah sekedar peralihan basis politik Suharto setelah hubungan antara
Presiden dengan petinggi Angkatan Darat mulai dingin (h.282). Dalam
kerangka ini pula Liddle melihat posisi ICMI.Ia pun menulis:

"It is important not to make too much of ICMI, or indeed of Suharro's
other recent gestures toward Islam. His basic posture of opposition ro auton-
omons and powerful Muslim parties, no to mention an Islamic State, is unal-
tered. The point is rather that as his power diminishes with age, he is look-
ing around for support outside his prinicpal base in the armed forces, and
finding it rather easily in the santri community.' (h. 284).

Tesis Liddle mengenai ICMI di atas akan makin bisa dipahami
dengan baik jika satu artikelnyayang lain, "Religion as a Political
Resource in an Authoritarian Regime: ICMI and the Future of Islam-
ic Politics in Indonesia", ikut dipertimbangkan.e Artikel yang ditulis
lebih belakangan dari "Media Dakwah Scripturalism" ini-namun
dipublikasikan dalam seminar "Islam di Asia Tenggara", di Jakarta
pada tahun yang sama (1995)-memuat tesis Liddle renrang ICMI se-

cara relatif utuh. Mengingat sifatnya yang komplementer dengan
"Media Dakwah Scripturalism", sebetulnya parur disayangkan "Reli-
gion as a Political Resource" tidak diikutsertakan dalam penerbitan
Leadersbip and Cubure.

"Religion as a Political Resource" merupakan ranggapan Liddle
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untuk tesis Hefner mengenai kelahiran ICMI. 10 Liddle menolak tesis

Hefner mengenai kebangkitan kelas menengah muslim kota yang

menemukan bentuk aktualisasinya dalam kelahiran dan kiprah ICMI.
Lebih fauh Liddle menampilkan ketidakperc yaan pada, pertama,

adanya proses Islamisasi di kalangan abangan, baik pada level

-rry.rrkrt maupun aparatbirokrasi. Kedua, ia juga tak percaya bah-

wa politik santri sedang mengalami pertumbuhan atau penguatan,

dan politik abangan sedang terancam. Liddle lebih tak percaya lagi

padJ ke-ungkinan penyingkiran kaum abangan oleh santri dalam

lapangan politik. Ketiga, Liddle tak percaya bahwa dalam pertum-

buhan ICMI ada peranan dinamika politik masyarakat. ICMI bagi

Liddie adalah sebuah faksi baru dalam birokrasi negara belaka"

Jika dirumuskan dalam sebuah kesimpulan-padat, LidCle sebetul-

nya tak mempercayai adanya dinamika politik umat Islam Indone-

sia. perubahan hanya menjadi sebuah geiala yang terjadi di level atas,

semenrara pada level bawah tak teriadi pergeseran signifikan. Inilah
y.ng -.-bedakannya secara tegas dengan Hefner yang melihat ada-

nya-dayadorong sosioiogis di balik kemunculan ICMI, terutama daya

dorong yang berasal dari menguatnya komunitas Islam kota sebagai

kekuatan negosiasi dengan atau dalam negara.

"Optimimisme yang pesimistik" yang ditiupkan Liddle melalui

"Medii Dakwah Scripturalism" menjadi terasa sebagai "pesimisme"

dalam "Religion as a Political Resource". Di sini Liddle memper-
jelaskan pesimismenya dengan, lagi-lagi, bersikukuh pada penjelasan

determinisme Suharto-nya. Liddle pun hanya meiihat Islam sekedar

sebagai "sumber daya penguasa" yang baru. Yang ia lihat kemudian

adalah sirkulasi penghuni lingkaran kekuasaan di seputar Suharto

belaka.11 Terlepas bahwa tesis Hefner sendiri mengidap persoaian,l:

determinisme Suhano yang dipakai Liddle dalam memahami hubung-

an antara Islam dan negara Orde Baru kontemporer mengidap sejum-

lah persoalan.li
Penjeiasan determinisme suharro gagal memberi penjelasan sosiolo-

gis mengenai perkembangan masyarakat Orde Baru kontemporer.

Bah*a dalam perkembangan itu telah tumbuh komunitas-komuni-

tas kritis, terutama di perkotaan, yang terus mengakumulasikan

kekecewaan poiitiknya selama bertahun-tahun tanpa terakomodasi

oleh institusi politik-partai maupun organisasi kemasyarakatan for-

mal-mana p.ttt yt.tg memang tidak memiliki sifat responsif.

Betul bahwa perkembangan kritisme mereka tidak diikuti oleh

tumbuhnya kekuatan dan jaringan politik anrarmereka, namun terap
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mesti diperhitungkan adanya spontanitas reaksi mereka vis a ais
ketidakadilan ekonomi dan politik yang diproduksi oleh strategi pem-
bangunan atau oleh regulasi-regulasi negara. Dalam perspektif mere-
ka, segenap krisis empirik yang dihadapi masyarakat Orde Baru da-
pat dilacak dari kesalahan atau kealpaan strategi pembangunanyang
terekspresikan melalui kebijakan dan regulasi negara. Bagi komuni-
tas-komunitas kritis itu, ICMI bukanlah sebuah proyek ideologi atau
representasi kebangkitan Islam politik versus abanganisme; melain-
kan proyek pemberdayaan politik masyarakat dengan masyarakat
Muslirn sebagai segmennya.

Kebangkitan komunitas kritis itu disertai oleh terjadinya dinami-
ka pemikiran politik Islam dari pendekatan "Politik Islam' yang
menuntut "negara Islam' mengarah ke pendekatan "Islam Politik"
yang merasa cukup dengan pembentukan 'masyarakat Islami" dan
belakangan makin bergeser ke pendekatan "Islam Kultural" yang
merasa puas dengan perkembangan simbol-simbol Islam di tengah
masyarakat. Maka pemikiran politik Islam makin konvergen dengan
ideologi modernisme dan pragmatisme politik Orde Baru.

Perkembangan pemikiran politik hlam itu-sekalipun belum di-
buktikan melalui penelitian empirik-patut diduga menerpa mayori-
tas masyarakat Muslim Indonesia saat ini. Gejala yang melanda mas-
sa Muslim inilah yang bertemu dengan reorientasi politik kalangan
kelas menengah Muslim di perkotaan. Hasilnya adalah sebuah arus-
setidahnya tuntutan-repolitisasi yang makin kental di kalangan Is-
lam semenjak akhir 1980-an yang membuar kereporan-kerepotan baru
bagi negara. Alih-alih menjadi sumber daya baru bagi kekuasaan nega-
ra, mereka lebih tepat disebut sebagai potensi ancaman politik bagi
negara. Ketika negara tidak memahami aspirasi mereka dan tidak
menyediakan langkah konkret untuk mengeluarkan mereka dari
deprivasi relatif yang mereka alami, yang boleh jadi muncul adalah
perlawanan. Inilah yang terefleksikan melalui pelbagai bentuk radika-
lisme massa atau kekerasan komunal yang dilakukan masyarakat
Muslim dua tahun terakhir.

Catatan Penutup
Perdebatan Liddle dan Hefner mengenai perkembangan politik

Orde Baru kontemporer sebetulnya memperlihatkan perbedaan sub-
stantif antara dua generasi Indonesianest. Dengan menyepakati bah-
wa George McTurnan Kahin adalah Indonesianisl generasi perrama,
maka Liddle dapat diposisikan sebagai Indonesiani.sr generasi kedua,
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dan Hefner generasi ketiga. Ketiga generasi Indonesiani.st ini memiliki
karakter masing-masing yang dapat dibedakan satu sama lain.

Berbeda dengan Kahin - yang memulai interaksinya dengan
Indonesia dalam periode revolusi yang egaliter dan penuh romantis-
me kerakyatan - Indonesianist generasi kedua semacam Liddle, Ben
Anderson, Herb Feith, Dan Lev, dan Boyd Compton, menemukan
suasana demokrasi liberal era Parlementer dalam interaksi pertamanya
dengan Indonesia. Para Indonesianist generasi kedua yang membawa
perspektif libertarian dari tradisi ilmu politik Barat itu kemudian
menemukan kenikmatan luar biasa ketika bertemu dengan eksperi-
men demokrasi liberal 1950-an yang eksotis.

Namun kenikmatan itulah yang kemudian menjebak studi-studi
mereka tentang Orde Baru kontemporer ke dalam historisisme ro-
mantis. Mereka terlampau asyik mengkaji perkembangan politik de-

ngan perhatian yang terpusat pada peran elite, kelas menengah-atas.
Mereka menaruh dinamika "orang besar" sebagai unit analisis utama
dan terpenting untuk memahami Indonesia. Ciri lain Indonesianist
generasi kedua adalah kecenderungan mereka untuk membanding-
kan Indonesia 1950-an dengan Indonesia setelah masa itu. Kesimpul-
an mereka khas: masa 1950-an adalah masa kejayaan demokrasi, dan
masa setelah itu adalah masa kegagalan bahkan kehancuran demokrasi.

Sementara itu, Indonesianist generasi ketiga tampaknya mengalami
reorientasi. Arus atas tetap dianggap sebagai variabel penting dalam
konteks masyarakat dan kultur Indonesia. Namun, mereka mulai
tekun memotret dinamika yang terjadi di bawah. Perkembangan
politik, dipandang oleh mereka, sebagai hasil pertumbukan antara
pergeseran di "arus atas" dengan dinamika "arus bawah".Indonesianist
generasi ketiga juga lebih menjaga jarak dengan sejarah politik Indo-
nesia. Mereka tidak terlampau romantis dengan memandang masa
lalu sebagai masa eksperimen demokrasi yang berhasil dan masa kini
sebagai otoritarianisme yang terus menguat.la

Penolakan Liddle atas tesis Hefner-dan nyaris seluruh studinya
mengenai Orde Baru-merepresentasikan romantisisme historis Lid-
dle. Liddle seolah dengan sengaja mengabaikan dinamika yangrerja-
di di arus bawah-terlepas bahwa sistem politik tetap tidak mengalami
pluralisasi - dalam perkembangan politik Orde Baru 1990-an.

Sedari awal Liddle sendiri sebetulnya sudah mengakui bahwa studi-
nya berangkat dari prinsip-prinsip V'ilsonian (yang kemudian mengil-
hami rancang bangun demokrasi Amerika). Bahwa perhatiannyapada
Indonesia terutama dibangun oleh kenyataan bahwa demokrasi li-
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beral semestinya dijadikan model pemerintahan negara-negara dunia
ketiga atau 'dunia yang sedang membangun" dan bahwa Indonesia
sendiri terbukti telah memulai eksperimen demokrasi liberal pada

1950-an. Liddle mengkaji Orde Baru dengan kekaguman yang tidak
ditutup-tutupinya terhadap eksperimen demokrasi di masa parlemen-
ter itu.

Kegagalan Liddle yang utama terletak pada romantisisme historis-
nya itu. Sulit dihindari kesan bahwa pendekatan Liddle dalam me-

mahami Orde Baru bersifat formalistis. Liddle lebih banyak memu-
satkan diri pada pelaku-pelaku kalangan menengah-atas. Liddle cen-

derung abai, karena menganggap tak penting, dinamika arus bawah.
Kealpaan ini tidak serius menyangkut bacaan mengenai dua dekade
awal Orde Baru, sampai dengan 1980-an; namun menjadi soal serius
menyangkut bacaan mengenai Orde Baru L990-an.

Harus diakui bahwa Liddle adalah salah seoranglndonesianistyang
memiliki perhatian yang tak main-main pada Indonesia. Ia sampai

saat ini masih terus membangun kontak tidak saja dengan "Indone-
sia" sebagai subjek studinya melainkan juga dengan "publik (intelek-
tual) Indonesia". Selain masih melakukan studi serius tentang Indo-
nesia, Liddle aktif melakukan pertukaran gagasan melalui media massa

Indonesia hingga saat ini. Setelah Tempo dibredel, Juni t994, kolom-
kolom Liddle sesekali muncul di Kompas,sekalipun dengan frekuen-
si tak setinggi semasa Tempo.

Akhirnya, memahami Liddle bisa dilakukan dengan mengingat
Cynthia Ozick, seorang sastrawan Amerika, yang pernah dikutip
Liddle: "Every writer has an address" (setiap penulis memiliki 'ru-
mah').1s Ketika masyarakat Indonesia, setelah mengalami periode-pe-
riode otoritarianisme selama setengah abad lebih kemerdekaan, mu-
lai membangun "rumahnya" sendiri, Liddle masih berumah di Ameri-
ka sana.
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